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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 

Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum  

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

(1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

826); 
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6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 759); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi 

Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan 

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 1423); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 

2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI 

TENTANG TIM IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM 

INFORMASI ARSIP KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

BALI VERSI 2. 

KESATU :  Membentuk dan menetapkan Tim Implementasi aplikasi 

Sistem Informasi Arsip Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali 

Versi 2 yang terdiri dari: 

a. Pengarah; 

b. Penanggungjawab; 

c. Ketua; 

d. Sekretaris; 

e. Tim Instalisasi dan Implementasi Sistem; dan 

f. Tim Sosialisasi dan Bimbingan Teknis.  

KEDUA :  Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki 

tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

a. Pengarah memiliki tugas memberikan arahan umum 

pelaksanaan implementasi SINAR KPU Bali yaitu meliputi: 

- Memberikan arahan umum pelaksanaan implementasi 

SINAR KPU Bali V2; 
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- Menetapkan prioritas, sasaran, dan arah kebijakan 

kegiatan; 

- Memberikan dukungan kelembagaan kepada tim 

pelaksana; 

- Menerima laporan perkembangan dan hasil akhir 

kegiatan; dan 

- Memberikan arahan terhadap isu strategis yang 

memerlukan keputusan pimpinan. 

b. Penanggung Jawab memiliki tugas mengendalikan 

pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai arahan 

pimpinan yaitu meliputi: 

- Memastikan kegiatan berjalan sesuai KAK, jadwal, dan 

arahan pengarah; 

- Mengambil keputusan terhadap kendala lintas tim; 

- Mengkoordinasikan dukungan internal KPU Provinsi 

Bali; 

- Memastikan koordinasi implementasi di KPU Provinsi 

Bali dan KPU Kabupaten/Kota berjalan baik; dan 

- Melaporkan progres kegiatan kepada pengarah. 

c. Ketua memiliki tugas mengkoordinasikan seluruh 

pelaksanaan teknis kegiatan yaitu meliputi: 

- Menyusun rencana kerja dan jadwal implementasi. 

- Membagi tugas kepada setiap tim kerja. 

- Mengkoordinasikan tim instalasi, bimtek, substansi 

kearsipan, dan sekretariat; 

- Memimpin rapat persiapan, evaluasi, dan tindak lanjut; 

dan 

- Mengonsolidasikan laporan kendala, feedback, bug, 

dan kebutuhan perbaikan. 

d. Sekretaris memiliki tugas menyiapkan administrasi, 

dokumentasi, dan pelaporan kegiatan yaitu meliputi: 

- Menyiapkan administrasi, dokumentasi, dan pelaporan 

kegiatan; 

- Menyiapkan surat, undangan, jadwal, daftar hadir, dan 

notulen; 

- Mengelola dokumen KAK, SK tim, dan bahan rapat; 
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- Mengumpulkan daftar kebutuhan data dari KPU 

Kabupaten/Kota; 

- Mendokumentasikan kegiatan instalasi, bimtek, dan 

pendampingan; dan 

- Menyiapkan berita acara, laporan kegiatan, dan 

dokumen serah terima. 

e. Tim Instalisasi dan Implementasi memiliki tugas 

melaksanakan instalasi, konfigurasi, pengujian, dan 

pemeliharaan aplikasi yaitu meliputi: 

- Melakukan instalasi aplikasi SINAR KPU Bali V2 pada 

perangkat/server KPU Provinsi Bali dan KPU 

Kabupaten/Kota; 

- Mengatur konfigurasi aplikasi, database, user awal, dan 

koneksi sistem; 

- Memastikan kesiapan server, jaringan, folder 

penyimpanan, dan backup awal; 

- Melakukan uji fungsi login, role user, import data, 

upload file, dan fitur utama; 

- Menangani bug dan kendala teknis selama 

implementasi; dan 

- Menyiapkan mekanisme update aplikasi secara remote 

atau kunjungan langsung. 

f. Tim Sosialisasi dan Bimbingan Teknis memiliki tugas 

sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan pengguna yaitu 

meliputi: 

- Menyampaikan gambaran umum, tujuan, dan manfaat 

aplikasi SINAR KPU Bali V2; 

- Melatih pengguna berdasarkan role Super Admin, 

Admin Unit Kearsipan, dan User Subbagian; 

- arsip, import Excel, pencarian, lokasi arsip, BAP, dan 

pemindahan arsip; 

- Memberikan pendampingan praktik langsung kepada 

operator; 

- Mengumpulkan pertanyaan, feedback penggunaan, dan 

kendala dari peserta; dan 

- Menyusun catatan kebutuhan penyempurnaan 

panduan pengguna. 
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